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- Agenda Catatan Sidangdan PutusanAkhir
- Buku RegisterJa<a SOP tidak dilakscJlakan, m~ peIkaa tidak dapat cfipUluskan
PENCATATAN DAN PENDATAANPERINGATAN
PerlengkapanKomputer, Kertas, Alat Tulls, Buku Pedoman
PERALATANlPERlENGAPANKETERKAITAN

S.1 dan S.2 Hukumdan Syariah1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
KekuasaanKehakiman

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan
ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun
2004 terakhir dengan Undang-undangNomor 3 Tahun
2009 tentang MahkamahAgung

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang
undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan
Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
tentang PeradilanAgama.

4. SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian
Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat
Banding pada 4 (Empat) Ungkungan Peradilan

5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :
KMAl001/SKl1991 tentang Pola Pembinaan dan
PengendalianAdministrasi Perkara

6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :
KMAl321SKlIV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II
Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Peradilan

7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :
0261 KMAlSKlII/2012 tentang Standar Pelayanan
Peradilan

8. Peraturan SekretarisMahkamahAgung RI Nomor 002
Tahun 2012, Tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah
Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di
Bawahnya

9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun
2022 tentang Perubahan atas Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019
tentang Administrasi Perkara dan Persidangan
di Pengadilan secara Elektronik;

10. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi
Agama Jakarta Nomor W9-
N2149/Hk.OSn12023 tentang Penyelesaian
Perkara.
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Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Majelis Hakim Panitera Panmud Kelengkapan Waktu OutputPengganti Banding
1 2 3 4 5 9 10 11
1. Majelis hakim menerima berkas

i
Berkas perkara 2 hari Advisblaad

perkara dari Panmud Banding J

2. Majelis hakim mempelajan berkas Berkas perkara 6 hari Advisblaad
perkara QJ

3 Panitera Pengganti -I Berkas perkara 6 han Draf putusan
mempersiapkan kelengkapan
sidang

4 Majelis hakim rnenerirna
-y~

Berkas perkara 6 han Konsep
konsep/draf putusan yang sudah putusan
diketik oleh Panitera Pengganti

5 Majelis hakim memeriksa dan Berkas perkara 4 han Konsep
koreksi konsep/draf putusan putusan

6 Panitera Pengganti mengetik -I Berkas perkara 1 han Konsepkonsep/draf yang telah dikoreksi putusanoleh hakim
7 Panitera Pengganti menyerahkan -I Berkas perkara 1 han Putusan

kepada hakim konsep/draf putusan
yang telah diketik dan telah siap
untuk sidang

8 Sidang pembacaan putusan oleh -~ Berkas perkara 1 han Putusan
Majelis Hakim I

9 Minutasi, Berkas diserahkan ke

~

Berkas perkara 1 han Berkas perkara
Banding yang sudah

diminutasi

Waktu yang Diperlukan : 28 han

PENYELESAIAN PERKARA


